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Abstrak
 

Persoalan pengenaan pajak oleh pemerintah menjadi perbincangan yang menarik untuk dicermati,

disebabkan dalam pengenaan pajak, pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak maupun fiskus

menjadi hal yang wajib ada dalam dasar hukum pengenaannya. Untuk rnenyeimbangkan hak dan kewajiban

ini dalam peraturan perpajakan dibutuhkan politik hukum pemerintah yang mampu mengakomodasi kedua

hal ini.

 

Tesis ini menuangkan bagaimana "Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia". Ada

tiga masalah penting yang diamati dalam tesis ini, yaitu; politik pembentukan hukum, politik penegakan

hukum pajak bumi dan bangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum pajak bumi dan

bangunan di Indonesia.

 

Perbedaan-perbedaan politik pembentukan hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh tiga

faktor pengaruh yaitu, konsep penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, perkembangan singkat keadaan

negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal dalam penerimaan negara dan politik

pemerintahan secara umum pada masa pemberlakuan peraturan perundangan-undangan pajak bumi dan

bangunan.

 

Dalam hal politik penerapan dan penegakan hukum ada perbedaan yang muncul dalam hal pelaksanaan

kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1985, tanggung

jawab pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Wajib

pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, sedangkan proses penetapan dan

penghitungan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh aparat perpajakan dengan menggunakan sistem

official assessment.

 

Politik hukum pelayanan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan yaitu; pertama,

kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan untuk membantu pemerintah dan

masyarakat merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan pajak

bumi dan bangunan; kedua, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan sebagai

sarana untuk mewadahi pelayanan hukum pemerintah sebagai kontraprestasi akibat adanya pembebanan

pembayaran pajak yang dikenakan pada masyarakat.

 

Realisasi kebijaksanaan hukum yang pertama ditunjukkan dengan adanya sistem pelayanan pajak bumi dan

bangunan berdasarkan fungsinya. Berbeda dengan yang pertama, realisasi kebijaksanaan hukum yang kedua

sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas.
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